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WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT   

 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak 
Tahun 2020-2024; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
 



  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

   6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
 

 
 
 

 
 



  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
  13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10); 
 

 

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

459); 
 

  17. 
 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat Nomor 6); 

  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2019 Nomor 2); 

  19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota 

Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9); 
 
 



  20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 
2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 

2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Nomor 117); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
   

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK 
   

dan 
   

WALIKOTA PONTIANAK 
   

MEMUTUSKAN: 
   

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 
2020-2024. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pontianak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. 
3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selanjutnya di singkat 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 
Pontianak. 

6. Perangkat Daerah adalah  unsur pembantu kepala daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Daerah. 
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, 

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai 
visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Rencana 

Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana 
Kerja Perangkat Daerah.  

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak yang 
memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 



9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota 
Pontianak yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala 

Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada 
RPJPD dan RTRW kota, serta memperhatikan RPJP Nasional, RPJM 
Nasional, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Provinsi 

Kalimantan Barat. 
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 

Perangkat Daerah adalah rencana strategis lima tahunan Perangkat Daerah 
yang menerapkan Pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan 
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah 

(RPJMD). 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak, yang selanjutnya 

disebut RKPD Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah Kota Pontianak  untuk periode 1 (satu) tahun. 
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena 
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang. 

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. 
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

16. Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan 
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. 

17. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang 
akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tertentu. 

18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi. 
19. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah 

untuk mencapai tujuan. 
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. 

22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan daerah. 

23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak 
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah. 

 



24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau 

kegiatan. 
25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 

rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi 

permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil 
tindakan sedini mungkin. 

26. Supervisi adalah proses pembinaan secara bersama-sama yang 
dimaksudkan untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan agar sesuai 
dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menentukan tindakan 

koreksi yang perlu diambil jika terjadi penyimpangan. 
27. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan 

untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
 

Pasal 2 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dan 
pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyelenggarakan dan 

melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun. 
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar tercapainya 

pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kota Pontianak. 
(3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah: 

a. RPJMD; 

b. pengendalian dan evaluasi RPJMD; 

c. ketentuan peralihan; dan  

d. ketentuan penutup. 
 

BAB III 

RPJMD 
 

Pasal 3 

Sistematika penulisan RPJMD adalah sebagai berikut:  
a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi daerah; 
c. gambaran  keuangan  daerah; 
d. permasalahan dan isu strategis daerah; 

e. visi, misi, tujuan dan sasaran; 
f. strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah; 

g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; 
h. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan 

i. penutup. 

 

 



Pasal 4 

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 

Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

Pasal 5 
 

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam: 

a. Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan;  

 

b. RKPD tahunan; dan  

c. Renja Perangkat Daerah tahunan. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD 

Bagian Kesatu 
Tujuan Pengendalian dan Evaluasi RPJMD 

 

Pasal 6 

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan: 
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana 

pembangunan daerah; 
b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kota; 
c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan 

d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-
indikator kinerja yang telah ditetapkan. 
 

Pasal 7 

 

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, meliputi: 

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan 
jangka menengah daerah; 

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan 

c. evaluasi terhadap hasil RPJMD. 

Bagian Kedua 

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan RPJMD 

 

Pasal 8 

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian 

terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. 
 

 

 



Pasal 9 

 

(1) Pengendalian terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan 

kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 
sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang 
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai 

dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan. 
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 

dapat menjamin perumusan: 

a. visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi 
pembangunan jangka menengah Kota Pontianak; 

b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan 

arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak; 
c. rencana program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada 

kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Kota 
Pontianak serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis; 

d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif  Perangkat 

Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan 
kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak; 

e. indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran 
pembangunan jangka menengah Kota Pontianak; dan 

f. pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan 

pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Kota 
Pontianak. 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan 
kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada 

RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis. 
 

Pasal 10 

 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditemukan adanya ketidak 
sesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan 

perbaikan/penyempurnaan. 
(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan 

perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui 

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan. 

 

Pasal 11 

 

(1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan 

melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan 
strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). 



(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidak 

sesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi perencanaan menyampaikan rekomendasi dan langkah-

langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat 
Daerah. 

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ 

penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota 
melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan. 

 

Pasal 12 

 

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka 
menengah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup 
perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan 

program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan 
pendanaan dan indikator kinerja daerah. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal 
sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin perumusan: 
a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program 

pembangunan jangka menengah selaras dengan visi, misi, arah dan 
kebijakan pembangunan jangka panjang serta pemanfaatan struktur 

dan pola ruang Kota Pontianak; 
b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program 

pembangunan jangka menengah selaras dengan arah kebijakan umum 

serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas 
untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan 
dalam RPJM Nasional sesuai dengan kewenangan, kondisi dan 

karakteristik Kota Pontianak; 
c. program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak selaras dengan 

pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain disekitarnya; 
d. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kota 

Pontianak selaras dengan pembangunan jangka menengah 

kabupaten/kota lain disekitarnya; 
e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 

mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka 
menengah Kota Pontianak; dan 

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD. 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan 
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak, 

berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, mengacu 
pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional memperhatikan Rencana Tata 

Ruang Wilayah kabupaten/kota lain disekitarnya. 

 

 

 

 



Pasal 13 

 

(1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan 
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 

pembangunan jangka menengah Kota Pontianak. 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditemukan adanya ketidak 

sesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi perencanaan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan 
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak 
kepada Gubernur. 

 

Bagian Ketiga 

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJMD 
 

Pasal 14 

 

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 

dan RPJMD. 
 

Pasal 15 

 

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mencakup indikator kinerja 

Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan 
pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat 
Daerah. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin: 
a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, 

serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani 
dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, 

kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Perangkat Daerah; 
dan 

b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam 

tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah. 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja 
Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan 
pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya 

mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah 
dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah. 

 
 

 

 

 



Pasal 16 

 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditemukan adanya ketidak 
sesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan 

perbaikan/penyempurnaan. 
(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi 

Renstra Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Kepala Perangkat 
Daerah yang membidangi perencanaan. 

 

Pasal 17 
 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menggunakan 
laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan RPJMD. 

(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, Walikota melalui 

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menyampaikan 
rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh 

Kepala Perangkat Daerah. 
(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ 

penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota 

melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan. 

 

Pasal 18 
 

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
mencakup program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas 

yang disertai kebutuhan pendanaan. 
(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin: 

a. program pembangunan jangka menengah telah dipedomani dalam 
merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan; dan 

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 

pembangunan jangka menengah telah dijabarkan kedalam rencana 
program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan. 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program 
pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai 

kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah 
dilaksanakan melalui RKPD. 

 

 

 



Pasal 19 
 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan melaksanakan 
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), ditemukan adanya ketidak 
sesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 

perencanaan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 
(3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melaporkan hasil 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Walikota. 

 

Bagian Keempat 

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD 

 

Pasal 20 

 

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf c mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai 
kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam 

upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Pontianak. 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian 

hasil pelaksanaan RPJMD. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk 
mengetahui: 

a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan 
RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah 
dalam RKPD; dan 

b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang 
direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran 
pembangunan jangka menengah provinsi. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk 
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka 

menengah kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka 
panjang kota. 

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 

dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD. 

 

Pasal 21 

 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melaksanakan 

evaluasi terhadap hasil RPJMD. 
(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 

ketidak sesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi perencanaan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 
(3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD 

untuk periode berikutnya. 

 
 

 



(4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melaporkan 

evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Walikota. 
(5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

kepada Gubernur. 
 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 22 
 

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, 
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana 

pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 

dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c. terjadi perubahan yang mendasar di tingkat kota, provinsi dan nasional; 

dan/atau 

d. merugikan kepentingan nasional. 
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis 
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, 
perubahan kebijakan tingkat kota dan provinsi yang mempengaruhi 

substansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan provinsi dan 
nasional. 

(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan provinsi dan nasional. 
 

 

Pasal 23 

 

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

Pasal 24 

 

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan 

tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka 

menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. 

 

 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal  21 Juni 2019 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 
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EDI RUSDI KAMTONO 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK 

NOMOR  7  TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 – 2024 

 

I.  PENJELASAN UMUM 

1. Dasar Pemikiran 
 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun 

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kota Pontianak merupakan 

dokumen perencanaan Kota Pontianak untuk periode 5 (lima) tahun yang 

dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi 

seluruh pelaku pembangunan di Kota Pontianak dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat.  

RPJMD Kota Pontianak merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Walikota terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program 

Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan 

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pontianak Tahun 

2005-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, RPJPD 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007-2027 dan RPJM Nasional Tahun 

2015-2019.  

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah, penyusunan RKPD dan digunakan sebagai evaluasi 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (4) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

 

 

 

 

 



2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2020-2024 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencanapembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan 

melibatkan masyarakat.  

 
3. Prinsip-prinsip  

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2020-2024 adalah:  

a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 
nasional;  

b. Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan 

dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;  
c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan 

daerah;  
d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. 

 

4. Pendekatan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 

2020-2024menggunakan pendekatan:  

a. Teknokratik, yaitu Menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah 
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;  

b. Partisipatif, yaitu Melibatkan semua pemangku kepentingan 
(stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku 

kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi 
dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa 
memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau 

kesepakatan pada semua tahapan;  
c. Politis, yaitu Program-program pembangunan yang ditawarkan 

masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 
pada saat kampanye disusun ke dalam RPJMD;  

d. Bottom up-top down, yaitu Penyelarasan melalui musyawarah yang 

dilaksakan mulai dari Desa, Kecamatan, kota, Provinsi dan Nasional, 
sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana 

pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.  

 

5. Tahapan 

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Pontianak Tahun 2020-2024terdiri dari:  

a. Persiapan penyusunan;  

b. Penyusunan rancangan awal dan rancangan yang disempurnakan;  

c. Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang;  



d. Perumusan rancangan akhir dan konsultasi kepada Gubernur  

Kalimantan Barat;  
e. Penetapan Peraturan Daerah dan klarifikasi Gubernur  Kalimantan 

Barat;  
 

6. Muatan. 

Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2020-2024 terdiri dari:  

a. Visi, Misi dan Program Walikota;  

b. Arah kebijakan keuangan daerah;  

c. Strategi pembangunan daerah;  

d. Kebijakan umum;  

e. Program Perangkat Daerah;  

f. Program lintas Perangkat Daerah;  

g. Program kewilayahan;  

h. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;  

i. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat   indikatif.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1  

Cukup jelas.  

 Pasal 2  

Cukup jelas.  

 Pasal 3  

Cukup jelas.  

Pasal 4  

Cukup jelas. 

 Pasal 5  

Cukup jelas. 

 Pasal 6  

Cukup jelas. 

 Pasal 7  

Cukup jelas. 

  



Pasal 8  

Cukup jelas. 
 

Pasal 9  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 10  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 11  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 12  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 13  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  



Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 17  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 18  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 19  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 21  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 



 Pasal 22  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

perubahan kebijakan tingkat kota yang mempengaruhi substansi 

RPJMD secara langsung diantaranya adalah perubahan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota yang menyebabkan terjadinya 

kontradiksi antara program dan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan dengan perubahan rencana tata ruang, serta 

perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang 

menyebabkan terjadinya perubahan penanggungjawab urusan 

pemerintahan dan program-program prioritas serta indikator 

kinerja yang telah disusun. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 23  

Cukup jelas. 

Pasal 24  

Cukup jelas. 

Pasal 25  

Cukup jelas. 
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